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Undang-Undang Nomor 23 Tahun : 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran 

'

; Negara j Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,; Tamtiahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengari i jUndang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan j Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun | 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran \ Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, t Tamfciahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);!

Peraturan Pemerintah Nomor 43 | Tahun! J 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-untiang Nomor 6 [Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara; Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambalian Lerritiaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan : Peraturan ; Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan I Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik ÿ Indonesia | Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran. Negara Republik
Indonesia Nomor 5717); II ,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ,
80 j Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukiim Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20i5 Nomor2036);

ÿ :tii: Mill!! !
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana: Nomor 22 jTahun
2012 tentang Perubahan Ketiga Adas Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun j 12008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Perahgkat Daerah
Kabupaten Bombana (Lembaran;! jDaerah' j Kabupaten
Bombana Tahun 2012 Nomor 22);-

'
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Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 (Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukan! Produk Hukum
Daerah.

8
. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana: Nomor 6 jTahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan [dan Belanja Daerah
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;! i i j

9
. Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2015 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan 1 dan
Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;

: i ÿ.

Belanja Daerah
l i

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN

PEMBENTUKAN

BUPATI

DESA

BOMBANA

PERSIAPAN
II TENTANG

GAMBERE DI

KECAMATAN POLEANG BARAT KABUPATEN BOMBANA



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 i i!
.

 >

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : ;; i

1
. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
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2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip | otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3
. Bupati adalah Bupati Bombana.

4
. Kecamatan adalah wilayah keija Camat sebagai Perangkat

" Da!erah;

5
. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan

di wilayah keija kecamatan yang dalam
,
 pelaksanaan tugasnya

mcmperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dan Bupati (untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penye
umum pemerintahan;

enggaraan tugas

6
. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

: hukum yang
dan mengurus

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan nrasyaraka
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatiir
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat [setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ataujhak ;txadisional yang
diakui dan dihormati dalam system pemerintahan: Negara Kesatuan
Republik Indonesia; < ÿ
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7
. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam system j pemerintahan
Kesatuan Republik Indonesia; !l !;!

Negara

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nam-a
lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah
Desa; ; t

9
. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya idisingkat dengan BPD

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi ; ÿ pemerintahan j yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;' M; j

lain adalahlO.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan narnaj
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa ,j Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan j | oleh [Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

'

strategis;

11. Penduduk Desa adalah Warga Negara Republik | Indonesia yang
berdomisili di Desa dan memenuhi persyaratan sebagai pendudukjdesa;

12.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa dapat
yang

baru

berupa penggabungan beberapa desa atau j sebagian; jdesa
bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau
lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;












